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PEMERINTAB DAERAH DAERAH JSTDIEWA YOGYAKARTA 
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KEPUTUIIA!f 
KEPALA DIIJAS PERTAIIJAlf DAlf KETABA.JlAlf PAlfOAlf 

DAERAB IIITJIIZWA YOGYAKARTA 

TEIITAlfG 
PEIBTAPAlf STA.JlDAR PELAYAlfAII PUBLIK 

DIIJAS PERTAIIJAlf DAii KETABAlfAII PAIIGAlf 
DAERAB ISTOIEWA YOGYAKARTA 

a. bahwa dalarn rangka mewujudkan penyelcnggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan asas pe.nyelenggaman 
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian 
bak dan kewajiban berbagai pibak yang terkait dengan 
penyelenggarnan pelayanan, setiap penyelengg.ara pelayanan 
publilc wajib menetapkan Standar Pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam buruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Pertanian dan Ketabanan Pangan D.l Yogyakarta tentang 
Standar Pclayanan. 

l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan 
Daerah lstimewa Yogjakarta (Berita Negara Republilc 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3} sebagaimana te1ah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun l955 
tentang Perubahan Undang-Uodang Nomor 3 Jo. Nomor 19 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstimewa 
Yogjakarta (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 
1955 Nomor 43, Tambaban Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 827}; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publilc (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daemb (Lembamn Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah t.era.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 



Menetapkan 

KESATIJ 

KE DUA 

Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 246); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daemh lstimewa Yogyakarta {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tabun 1950 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 
1950 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
58); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan; 

8. Pemturan Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, 
Tambahan Lcmbaran Daemh Oaerah lstimewa Yogyakarta 
Nomor5); 

9. Peraturan Gubemur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang 
Pembentuka.n, Susunan Organisasi, Uraian Tugas clan 
Fungsi Togas serta Tata Kerja Dinas clan Unil Pelaksana 
Telmis pada Dinas Pertanian dan Kctahanan Pangan DIY; 

10.Peraturan Gubcmur DIV Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. 

IIIEKUTUSKAJI : 

Standar Pelayanan Pu blik pad a Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Daerah lstimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini 

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Ketabanan 
Pangan Daerah lstimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup 
pelayanan: 
1. Pelayanan lnformasi Magang dan Pelayanan Kepustakaan. 
2. Pelayanan Informasi Data Sarana dan Prasarana scrt.a 

Informasi Data Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura clan 
Petemakan 

3. Pelayanan lnformasi Data Jaringan lrigasi dan Informasi Data 
Penggunaan Laban. 

4. Pelayanan Registrasi Laban Usaha Hortikultura. 
5. Pelayanan Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Temak 

Hewan Kesayangan scrta Produk Asal Hewan. 
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6. Pelaksanaan Sertifikasi clan Surveilans Nomor Kontrol (NKV) 
Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memenuhi Syarat. 

7. Pelayanan Pengaduan 

Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam 
Lampiran Keputusan 1Il1 wajib dilaksanakan oleh 
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian 
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat 
peogawas dan masyarakat dalrun peoyeleoggaraan pelayanan 
pubtik. 

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATIJ diterapkan paling Jrunbat 7 (tujuh) hari sejalc 
dilelapkan. 

Keputusao ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

Ditetapkan di : Yogyakarta 
Pada tanggal: 9 April 2019 

,,,,;;'91: D!NAS 

Dikualkan dengan pengesahan oleh : 
Pembina Penyelenggara 
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